
: ..... KEEMPAT 

a. menja:rnpailm.n pertanggungan djawab ten tang pe.r:se1uaran 
uang jang dilakukannja atas tanggungan negara~ d.iser 
tai dengan tanda bukti jang sah kepada D:1rektorat Per 
djalanan ; 

b. djika jang terse~ut dalam sub. a pasal 1n1 tidak dipe 
nuhi maka djwnlah tersebut akan clianggap sebaga.1 perse 
kot dan akan diperhitungkan dengan gadj :1.nja J 

c • menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden/PeJnerin 
tah tentang hasil perdjalanannja d~1uar neger~ J 

/ 

s 
s Bahwa selama berada d11uar negeri biaja.pengi.napan can 
makan ditanggu.ng oleh Pemerintah Djerman Barat·c1a.n dari 
Pemerintah R.I. cq. Departan.e.n Sosial ia menerjma 30;( 
uang harian memirut golongan I; 

: Bahwa kepadanja diberikan uang representasi sebesar 
US.$.1000. (seribu us.dollar) atas tanggungan Departemen 
Sosial ; 

s Bahwa setelah selesai tugasnja diluar negeri ia harus se 
- gera kembali ke Indonesia dan dalam waktu sebuJ.an diharus- 

mn: ~ 

MEMUTUSKAN: 

Surat Menteri Sosial No. PHllL 821 tentan& pennobonan 
uang representasi dan uang harian; 

: Bahwa d Lparid a ng perlu merubah dan menambah surat kepu 
tusan Presiden Republik Iaionesia tan&gal 15 Dju11 1968 
No.235 tahun 1968; 

: 1. Surat Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 J 
2. Surat Keputusan Pres;Lden No. 235 tahun 1968 J 

3. Feraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955; 
4. Instruksi Presid~um Kabinet Ampera ta~ga1 26 Sep- 

tember 1966 No. 12/EK/In/9/1966; · 
5. Surat Keputusan p;~sidium Kab:tnet Ampera No.62/Ek/ 

I n/l0/1966 ; ... . . 
Dengan persetudjuan Menter! Luar Neger16 Menter! Keuangan. 
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KEPliTUSAN .Pfil~SIDEN REPUBLIK INDONESIA 

n c , 260 TAHUN 1968. 
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SOE HART O.~ DJENDERAL T.N.I. - 

PRESIDEN REPUBL~;;i;;NESIA, #> 
. /./~ 

pada tanggal 5 Agustus 196$. 
Djakarta.- Ditetapkan di 

-~. 

surat keputusan ini disampaikan kepada 
1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5). 
2. Departemen Luar Negeri. J. Departemen Keuangan. 
4. Departemen Sosial (10). 5. Badan Pemeriksa Keuangan. 6. Direktorat Djenderal Anggaran. 7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa. 
$. Direktorat Perdjalanan. 9. Kantor Bendahara Negara. 

10. Kantor Urusan Pegawai. 11. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung. 
12. Perwakilan Republik Indonesia di Bonn. 

1 s/d 12 untuk diketahui dan 
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergu 
nakan sebagaimana mestinja.- 

Bahwa pasal-pasal lainnja ketjuali nasal ke emna t, jang ter 
tjantum dalam Surat Keputusan Presiden No. 235 tahun 196$ tanggal 15 Djuli 196$, tetap berlaku; 

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitung kan kembali djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam pene 
tapan ini.- 
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